
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik lndones)a Nomor 4048); 

Penata Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
NIP. 19670427i000031003 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah otonom Tingkat II 
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ; · 

Mengingat 
'Direncanakan oleh : 
Kasubbag.Anggaran, 

~~ 

Drs. MARWANNOR. MM 

. 
a. bahwa untuk rnemenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun .2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan 
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011. 

Menimbang 

NOMOR 1. TAHUN 2011 
TENT ANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2011 

BUPATI KETAPANG, 

PERATURAN BUPATI KETAPANG 
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan Atas Penghasilan yang Diberikan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarary Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

=2= ,, t .... ~· 

Pembina tama Muda 
NJP. 1955 081978032004 

Disempurnakan oleh : 

Tk. I 
NIP 19650827 1992031009 

kum, 

Diperiksa oleh : 
Kepala Bagian Keuangan, /'\ . . 

(.,__ ----::- ' 
--ti. Ae3US nc:.NDRI, 5E, M.51 

Pembina 
NIP. 196608231994031008 

Pe 13. 
NIP. 195111201975121006 

14. 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Ki.nerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 2q, Tambahan Lembaran Negara .Republik Indonesia Nomor 4614); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); . . . 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndo_nesia Nomor 4577); 

I 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik ll'ldonesia Tahun 2005 Nomor 
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l'Jomor 4576); . . 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); . . . 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47) ; 

' 15. Peraturan Pemerintah Nomor.2_0_ Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawas.an atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 
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(36,295,434,800.00) Rp 
939,375,084,726.50 Rp Jumlah Belanja 

Surplus I (Defisit) 

Rp 568,948,634, 169.00 

65,092,325,475.00 
208, 740,873,077 .00 
295, 115,435,617.00 

Rp 
Rp 
Rp 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak langsung 

1) Belanja Pegawai Rp 302,237, 769,871.86 
2) Belanja Sunga 

I Rp 329,846,813.64 I 

3) Belanja Hibah Rp 10,387,010,000.00 
4) Belanja Bantuan Sosial Rp 11,871,976,000.00 
5) Belanja Bantuan Keuangan Rp 41,099,847,872.00 
6) Belanja Tidak Terduga Rp 4,500,000,000.00 

Rp 370,426,450,557.50 

903,079,649,926.50 Rp 

38,043,912,776.50 
804,881,491, 150.00 

60, 154,246,000.00 

Rp 
Rp 
Rp 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

Jumlah Pendapatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas : 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2011 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 



Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalarn Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Saluan Kerja Perangkat 

Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal5 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati lni 

Pasal4 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran 11 Peraturan Bupati ini 

Pasal3 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini 

Pasal2 

36,295,434,800.00 Rp 
Jumlah Pe!llbiyaan Netto 

Rp 

--- .... __ 
40, 1'57 ,416,800.00 

3,861,982,000~00 Rp 
3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 



SERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOR \ 

Diundangkan di Ketapang 
pada tanggal \.lJanuari 2011 
Pit. EKRET ARIS DAERBO...NJ~lf"'<l'o+c~M= 

Dite apkan di Ketapang 
pad tanggal 12. Januari 2011 

~ UPATI KETAP1NG 

HENRI KUS 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Ketapang. 

Pasal6 


